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“ usaha dan doa merupakan salah satu kunci utama sebuah kesuksesan”  

 

 

“kecerdasan bukan penentu kesuksesan, tetapi kerja keras merupakan penentu 

kesuksesan yang sebenarnya” 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul  

Perpajakan di Indonesia masih terdapat berbagai masalah pada pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah. Terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah. Pada saat ini prinsip otonomi 

daerah adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab maka pembiayaan 

pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah perlu 

ditingkatkan. 

Indonesia sebagai negara berkembang terus menggalakkan pembangunan di 

segala bidang kehidupan dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara lain dan 

untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera bagi masyarakat 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945. Untuk mensukseskan 

pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana 

yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan tersebut berasal dari berbagai 

sumber, salah satunya berasal dari partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran 

pajak. 

 Pendapatan yang meningkat dari sektor pajak sangat diharapkan oleh negara 

untuk dapat mendanai sebagian besar biaya dalam pembangunan nasional. Upaya 

pemerintah dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari sektor pajak 

sekaligus bermaksud mengenalkan dan mengajak masyarakat untuk turut berperan 

serta aktif dalam kegiatan perpajakan. 

 Pajak sangat penting bagi pembangunan nasional namun masih banyak 

masyarakat yang tidak mengerti pentingnya pajak. Oleh karena itu banyak wajib 

pajak yang melakukan penghindaran-penghindaran agar penghasilan mereka tidak 

dipungut pajak, karena menurut mereka dengan membayar pajak penghasilan mereka 

menjadi berkurang. Akan tetapi secara tidak langsung kita sudah dapat menikmati 

hasil dari pajak yang kita bayar yaitu dengan adanya berbagai fasilitas umum. 

Pemahaman inilah yang sampai sekarang terus digencarkan oleh pemerintah, agar 

pemerintah pajak dapat lebih meningkat lagi. Untuk dapat tercapainya target tersebut 
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dibutuhkan peran aktif dari masyarakat sebagai Wajib Pajak yang patuh dalam 

menghitung, membayar, serta melaporkan pajak terutangnya. 

Pada hakekatnya  pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara 

yang sangat penting dalam pembiayaan aktivitas negara, sehingga pelaksanaannya 

harus diupayakan seoptimal mungkin dan dengan sistem administrasi yang baik. 

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna 

pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah 

terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. 

1. Pajak Provinsi: 

a. Pajak Kendraan Bermotor  

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Pajak Air Permukaan 

e. Pajak Rokok 

2. Pajak Kabupaten/Kota: 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan 

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
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Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang 

potensial guna mendukung dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kegiatan pemungutan 

pajak itu sendiri harus ada kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat agar 

tidak membebani dan menghambat kegiatan usaha masyarakat. Sesuai dengan tugas 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yaitu mengadakan pemungutan pajak 

dan retribusi di daerah Kabupaten Jember. Salah satu pajak yang dikelola Badan 

Pendapatan Daerah yaitu Pajak Restoran yang berpotensi dalam mendukung 

peningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak Restoran 

tersebut Penerimaan Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah harus mengawasi 

proses pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 3 tahun 

2011 tentang pajak daerah yang telah ditetapkan. 

Restoran merupakan suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara 

komersial yang diselenggarakan dengan pelayanan yang baik kepada semua tamunya 

baik berupa makan maupun minuman. Usaha Restoran sekarang ini sudah merupakan 

suatu industri Restoran yang memerlukan sumber dana dan sumberdaya manusia 

dalam jumlah besar, dengan risiko kerugian atau keuntungan yang besar pula. 

Sebagai industri jasa, usaha Restoran dalam menyelenggarakan pelayanan 

harus didukung sarana dan fasilitas yang memadai, antara lain fasilitas ruang makan 

yang nyaman, tempat parkir, makan dan minum, perlengkapan telekomunikasi, wifi,  

tenaga kerja, dan lain-lain. Banyak Restoran di daerah jember terutama daerah 

kampus yang mempunyai potensi pajak tinggi, oleh karena itu pajak Restoran benar-

benar menjadi usaha yang komersial yang mampu mendapatkan keuntungan yang 

sebesar-besarnya, sekaligus menunjang pembangunan daerah. Dalam menunjang 

pembangunan daerah usaha Restoran dapat berperan aktif dalam berbagai hal antara 

lain meningkatkan industri rakyat, menciptakan lapangan kerja, membantu usaha 

pendidikan latihan, dan meningkatkan pendapatan daerah atau bangsa.  

Berdasarkan penjelasan diatas, laporan PKN ini berjudul: 

“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH BADAN 

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER” 
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1.2  Tujuan dan Kegunaan Praktik Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata 

Praktik Kerja Nyata ini bertujuan untuk : 

a.  Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran  Oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

b.  Untuk membantu Pelaksanaan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Oleh   

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

1.2.2  Kegunaan Praktik Kerja Nyata  

 Praktik Kerja Nyata ini diharapkan bermanfaat untuk beberapa hal: 

a. Menambah wawasan pengetahuan tentang Pelaksanaan Pemungutan 

Pajak Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

b. Memperoleh pengalaman praktis tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak 

Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

 

1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata 

1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

Praktik kerja nyata dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember yang beralamat di Jl.Jawa no.72 Jember. Dirujuk pada 

lampiran 1. 

1.3.2 Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata 

Praktik Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan 

atau 144 jam kerja efektif, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. 

Jam kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

a. Senin – Kamis : Pukul 07.00 s/d 16.00 WIB 

b. Istirahat  : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB 

c. Jum’ at  : Pukul 07.00 s/d 16.00 WIB 

d. Istirahat  : Pukul 11.00 s/d 13.00 WIB 

e. Sabtu – Minggu : Libur 

(Dirujuk pada lampiran 2 dan lampiran 3) 
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1.4 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata meliputi kegiatan-kegiatan yang di 

rangkum dalam tabel 1.1.  

 

Tabel 1.1 : Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata  

No Kegiatan Praktik Kerja Nyata 
Minggu Ke- 

Jumlah Jam 
1 2 3 4 

1 Pengajuan Surat Permohonan 

PKN kepada Instansi yang terkait, 

mengurus surat ijin PKN dan 

membuat Prosedur PKN 

X    5 

2 Perkenalan dengan Pimpinan dan 

Karyawan Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember 
X    3 

3 Pengarahan dan Penjelasan 

tentang gambaran umum dari 

Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember 

X X   7 

4 Pelaksanaan PKN serta 

mengumpulkan data-data dan 

informasi untuk digunakan dalam 

menyusun Laporan PKN 

 X X X 84 

5 Konsultasi dengan Dosen 

Pembimbing secara periodik   
X X X X 15 

6 Penyusunan Laporan PKN 
   X 20 

 Total jam kegiatan Praktik Kerja 

Nyata 
    144 

Sumber data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Prosedur 

Prosedur merupakan alat bantu bagi perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaan 

secara teratur dan berurutan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian 

atau lebih. Tujuan dari pengadaan prosedur adalah untuk menjamin adanya 

penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering 

terjadi berulang-ulang. Prosedur sangat berperan penting dalam memberikan 

informasi yang dapat dipercaya, baik bagi pihak penyelenggara usaha maupun pihak 

luar. 

Menurut Mulyadi (2013:5), prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi 

berulang-ulang. Sehingga perusahaan bisa menjalankan aktifitasnya sesuai dengan 

ketentuan yang telah ada maka kegiatan pokok perusahaan bisa berjalan efisien dan 

efektif. 

Beberapa karakteristik prosedur menurut Mulyadi (2013:8) diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Prosedur menunjang tercapainya tujuan suatu perusahaan dengan melibatkan 

beberapa orang dalam melakukan kegiatan dan menggunakan suatu penanganan 

dalam kegiatan . 

b. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik, dan 

menggunakan biaya yang seminimal mungkin. 

c. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana. 

d. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab. 

e. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan. 

f. Adanya suatu pedoman kerja yang harus diikuti oleh anggota-anggota. 

g. Mencegah terjadinya penyimpangan. 

h. Membantu efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja dari suatu unit. 
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2.2 Pajak 

2.2.1 Pengertian Pajak 

Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan yang 

bertempat tinggal di suatu negara dengan berdasarkan undang-undang atau 

peraturan yang berlaku dinegara tersebut. Banyak pengertian tentang pajak yang 

telah dikemukakan para ahli (Oyok Abuyamin, 2013) adalah sebagai berikut: 

1. Pajak adalah iuran kepada (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah 

untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung dengan tugas 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.   

2. Pajak adalah  iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang  

dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditujukan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum  

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 

unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Pembayaran harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

b. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan 

akan berakibat adanya saksi. 

c. Tidak ada jasa timbal (kontraprestasi) dari negara yang dapat dirasakan 

langsung oleh pembayaran pajak. 

d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah. 

e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi 

kepentingan umum. 

 

2.2.2 Dasar Hukum 

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam ketentuan umum dan 

tata cara perpajakan adalah Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2008, tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (www.pajak.go.id). 
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2.2.3   Fungsi Pajak 

Secara umum pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran dan 

mengatur. Fungsi Anggaran (budgetair) di maknai bahwa pajak sebagai sumber 

dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran, sedangkan 

fungsi mengatur pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2011:1-2). 

2.2.4 Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dikelompokkan menjadi 3 yaitu 

menurut golongan, sifat, dan lembaga Pemungutnya. 

a. Menurut golongan 

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Menurut sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan yang melihat keadaan subjek atau orang 

pribadi sebagai Wajib Pajak terlebih dahulu, selanjutnya dilihat dari 

keadaan objektifnya. 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa 

memperhatikan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan pada bumi/bangunan 

yang memenuhi persyaratan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan 

siapa pemiliknya. 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk menbiayai rumah tangga negara. 
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 Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah dan Bea Cukai. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri dari:  

a) Pajak Daerah Tingkat Provinsi 

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air . 

b) Pajak daerah Tingkat Kabupaten 

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. 

 

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak dilakukan dengan 3 sistem yaitu Official Assessment 

System, Self Assessment System, dan With Holding System (Mardiasmo, 

2011:7). 

a. Official Assessment System 

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib pajak. 

Ciri-cirinya:  

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang  pada fiskus. 

2) Wajib Pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

 

b. Self Assessment System 

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya:  

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak 

sendiri. 
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2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With Holding System 

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan juga Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang 

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.  

 

2.2.6 Asas Pemungutan Pajak 

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

asas pemungutan pajak yang penting adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 

2011:7). 

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak 

dalam negeri. 

b. Asas Sumber  

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

c. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

 

2.3  Pajak Daerah  

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah 

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat 

penting yang membiayai Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah yang 

nyata, dinamis, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah kabupaten. 
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Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas 

Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

2.3.2 Wajib Pajak Daerah 

Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Retribusi Daerah 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas jasa pajak yang terutang, termasuk 

pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. 

 

2.3.3 Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Dasar Hukum pemungutan pajak daerah adalah Undang-undang No. 65 

Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

2.3.4 Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah 

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

1. Pajak Provinsi, terdiri dari: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

b. Bea Balik Nama Kendaraan 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Pajak Air Permukaan 

e. Pajak Rokok 

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 
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e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan 

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

 

2.3.5 Tarif Pajak  

1. Tarif Pajak Daerah tingkat Provinsi, antara lain: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5%. 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

sebesar 10%. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5% 

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air di Bawah tanah dan Air 

Permukaan sebesar 20%. 

2. Tarif Pajak Daerah tingkat Kabupaten/Kota, antara lain: 

a. Pajak Hotel sebesar 10% 

b. Pajak Restoran sebesar 10% 

c. Pajak Hiburan sebesar 35% 

d. Pajak Reklame sebesar 25% 

e. Pajak Penerangan jalan sebesar 10% 

f. Pajak Parkir sebesar 20% 

 

2.4 Pajak Restoran 

2.4.1 Pengertian Pajak Restoran 

 Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

restoran. Pengertian restoraan adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman   
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dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, 

warung, bar, pujasera, termasuk jasa boga/katering. 

 

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Restoran 

Dasar hukum yang mengatur pajak restoran di daerah adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

b. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembayaran, 

Penyetoran dan Penundaan Pembayaran Pajak di Kabupaten Jember. 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah. 

 

2.4.3 Subjek, Wajib, dan Objek Pajak Restoran 

a. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan 

atau minuman dari restoran. 

b. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan  

restoran, dan bisa disebut dengan pengusaha restoran. 

c. Objek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

Objek pajak restoran meliputi: 

1) pelayanan penjualan makanan atau minuman yang di konsumsi oleh 

pembeli ditempat pelayanan maupun tempat lain. 

2) Objek pajak restoran meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, pujasera, 

warung bar, jasa boga/katering, bakeri dan depot. 

 

2.4.4 Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak 

Pada Pajak restoran, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 

sama dengan satu bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan 

keputusan bupati/walikota. 

Pajak yang terutang merupakan Pajak Restoran yang harus dibayar oleh 

Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut 
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ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat. 

 

2.4.5 Tarif Pajak Restoran dan Dasar Pengenaan Pajak  

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah, besarnya tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dari dasar 

pengenaan pajak. Pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang 

dilakukan kepada restoran. 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

15 
 

BAB 3. GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN JEMBER 

 

3.1  Latar Belakang Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan kantor instansi 

pelayanan yang berfungsi sebagai pengelola sumber pendapatan daerah yang 

memantau penerimaan pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi daerah. 

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebelum 

diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah pusat masih berada 

dibawah naungan sekretariat yang bernama Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah 

yang  pengelolaannya masih bertanggung jawab di lingkungan sekretariat itu sendiri, 

serta penataan kelembagaannya masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah-

pecah dilingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan-kelembagaan daerah 

sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas pendapatan Daerah (SDPD) 

sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berskala besar, kelembagaan yang 

dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar. 

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka badan pasar bergabung dalam 

Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri yang masih 

dibawah dan dipertanggungjawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. Unsur pelaksana di bidang pendataan mengalami perubahan 

sebanyak tiga kali, yaitu sebagai berikut: 

a. Dinas Pendapatan Daerah  Kabupaten Jember   (1974 – 2007) 

b. Dinas Pendapatan Kabupaten Jember    (2008 – 2016)  

c. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember   (2017 – sekarang) 

Atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diberlakukan pada Bulan Januari 2017 

Dinas Pendapatan diubah/beralih menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember. 
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Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah “Menjadikan Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai organsasi yang efisien dan efektif 

dalam pengelolaan Pendapatan Daerah dengan dukungan aktif masyarakat”. 

Sedangkan untuk Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah 

“Menciptakan masyarakat taat pajak dan sistem prosedur administrasi perpajakan 

yang tertib, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang 

Pendapatan Daerah. 

 

3.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

3.2.1 Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Jember 

dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut : 

Gambar 3.1   : Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017  
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3.2.2 Tugas dan Fungsi dalam Struktur Badan Pendapatan Daerah 

Uraian tugas dan fungsi masing-masing karyawan pada struktur organisasi 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Badan Pendapatan 

1) Kepala Badan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam bidang Pendapatan 

Daerah. 

2) Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pendapatan mempunyai 

fungsi meliputi: 

a) Merumuskan kebijakan teknis. 

b) Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum. 

c) Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 

bidang pendapatan. 

d) Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan. 

e) Pengelola urusan Tata Usaha. 

f) Menyelenggarakan penarikan atau pungutan pajak dan retribusi daerah 

serta pendapatan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati. 

b. Sekretariat  

1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan surat 

menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, 

protokol, pengelola benda berharga, hubungan masyarakat, pemeliharaan, 

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program, pelaporan serta tugas 

lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan. 

2) Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi meliputi: 

a) Perencanaan program kerja, anggaran dan kegiatan kesekretariatan. 

b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

kesekretariatan. 
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c) Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, gaji 

pegawai, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan urusan rumah 

tangga Badan. 

d) Pembinaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan dan aset. 

e) Pembinaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur. 

f) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategi, rencana kerja, 

rencana program dan kegiatan Badan. 

g) Pelaksanan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan. 

h) Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan program dan kegiatan Badan. 

i) Penelitian dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan ke 

pimpinan. 

j) Penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan. 

k) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan dan 

semua unit organisasi di lingkup Badan. 

l) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi 

umum, kepegawaian, keuangan dan gaji pegawai. 

m) Pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur. 

n) Pembinaan administrasi keuangan dan aset. 

o) Penyelenggaraan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam 

rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

p) Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor. 

q) Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan. 

r) Pengendalian pengadaan dan pengeluaran benda-benda berharga. 

s) Pelaporan persediaan benda berharga. 

t) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan dan 

semua unit organisasi di lingkup Badan. 

u) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 
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3) Sekretariat terdiri dari: 

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan urusan ketatalaksanaan dan ketatusahaan yang 

meliputi urusan administrasi umum, urusan rumah tangga, 

perlengkapan, kearsipan dan urusan kepegawaian serta tugas lain 

yang diberikan oleh Sekretaris. 

2) Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi: 

a. Pelaksana pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan. 

b. Pengelola tertib administrasi  perkantoran dan kearsipan. 

c. Pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan. 

d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan, kebersihan kantor 

dan mempersiapkan sarana prasarana kantor. 

e. Pelaksanaan pelayanan administrasi perjalanan dinas. 

f. Penyusunan rencana kebutuhan barang unit, benda berharga, 

alat-alat kantor dan barang inventaris. 

g. Pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana 

prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang. 

h. Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan 

pengeluaran benda berharga serta perhitungan persediaan benda 

berharga. 

i. Pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris dengan 

memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode 

barang. 

j. Penyiapan bahan untuk penghapusan barang. 

k. Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan 

barang secara periodik serta menyusun pertanggungjawaban 

pengurusan barang. 
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l. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian dan 

bezetting pegawai. 

m. Pelaksanaan seluruh rencana kebutuhan pegawai dan 

menyelenggarakan tata usaha kepegawaian. 

n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 

b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan, serta tugas 

lain yang diberikan oleh Sekretaris.  

2) Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Perencanaan dan 

Pelaporan mempunyai fungsi meliputi: 

a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan kegiatan 

pada lingkup Badan. 

b. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan 

anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan belanja 

modal ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

c. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan 

anggaran pendapatan Badan. 

d. Pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program 

dan kegiatan Badan. 

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi program dan 

kegiatan Badan. 

f. Pengumpulan dan menganalisa data hasil pelaksanaan 

program dan kegiatan. 

g. Pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Badan. 
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h. Penyusunan naskah rancangan Peraturan Daerah, Peraturan 

Bupati dan Peraturan Pelaksanaan lainnya tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah serta regulasi teknis lainnya. 

i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 

c) Sub Bagian Keuangan  

1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris. 

2) Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Keuangan 

mempunyai fungsi meliputi: 

a. Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung, 

belanja tidak langsung dan belanja modal. 

b. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan verifikasi Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP). 

c. Pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Badan. 

d. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM). 

e. Penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan 

evaluasi kinerja keuangan. 

f. Pelaksanaan tata  usaha pembayaran gaji pegawai. 

g. Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntunan 

ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Badan. 

h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan 

Badan. 

i. Penatausahaan penerimaan dan penyetoran hasil pungutan 

PAD. 

j. Penyusunan Neraca Keuangan Badan. 
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k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 

c. Bidang Pendataan dan Pelayanan 

1) Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pendataan, pendaftaran dan pemutakhiran data objek/subjek pajak daerah, 

pengolahan data dan informasi pajak daerah serta melaksanakan 

pelayanan dan penyuluhan tentang pajak daerah, serta tugas lain yang di 

berikan oleh Kepala Badan. 

2) Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pendataan dan Pelayanan 

mempunyai fungsi meliputi: 

a. Pelaksanaan program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran pajak 

dan retribusi daerah. 

b. Pelaksanaan kegaiatan pendataan dan pendaftaran pajak serta retribusi 

daerah. 

c. Penyusunan program dan kegiatan pemutakhiran  data pajak dan 

retribusi daerah. 

d. Pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pajak dan retribusi daerah. 

e. Penyusunan program, kegiatan penyuluhan serta pelayanan pajak dan 

retribusi daerah. 

f. Pelaksanaan kegiatan, penyuluhan serta pelayanan pajak dan retribusi 

daerah. 

g. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan, 

pendataan, pemutakhiran data, penyuluhan serta pelayanan pajak dan 

retribusi daerah. 

h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

pendataan, pemutakhiran data, penyuluhan serta pelayanan pajak dan 

retribusi daerah. 

i. Pelaksanaan pengelolaan data serta informasi pajak dan retribusi 

daerah. 

j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 
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3) Bidang Pendataan dan Pelayanan terdiri dari: 

a) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran  

1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas 

melaksanakan pendataan, pendaftaran dan pemutakhiran data 

objek/subjek pajak, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

2) Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bidang Pendataan dan 

Pendaftaran mempunyai fungsi meliputi: 

a. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran potensi objek/subjek 

pajak daerah. 

b. Pelaksanaan pemutakhiran data objek/subjek pajak daerah. 

c. Pelaksanaan penilaian objek pajak dan proses klasifikasi Nilai 

Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2. 

d. Pelaksanaan pendataan zona nilai tanah (ZNT). 

e. Penyampaian formulir SPTPD dan SPOP/LSPOP kepada Subjek 

Pajak Daerah dan/atau Wajib Pajak Daerah. 

f. Pengumpulan data objek/subjek pajak dan/atau Wajib Pajak 

melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 

g. Pelaksanaan penelitian kelengkapan formulir pendataan SPTPD  

dan SPOP/LSPOP yang telah diisi oleh Subjek Pajak dan/atau 

Wajib Pajak atau kuasanya. 

h. Pelaksanaan penelitian kesesuaian data obyek pajak dengan 

keadaan obyek pajak di lapangan. 

i. Pemprosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

(NPWPD). 

j. Pelaksanaan dokumentasi arsip NPWPD serta penyusunan 

Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

k. Pemprosesan dan penerbitan perijinan setelah kelengkapan 

persyaratan dan kebenaran data terpenuhi. 
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l. Penyimpanan dan pendokumentasian arsip pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

m. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 

b) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi 

1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas 

melaksanakan pengolahan data dan informasi pajak daerah serta 

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  

2) Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bidang Pengolahan Data dan 

Informasi mempunyai fungsi meliputi:  

a. Penyusunan dan pengelolaan sitem informasi pengolahan data 

induk wajib pajak daerah. 

b. Pengolahan data subjek dan objek pajak daerah dan retribusi 

daerah. 

c. Perekaman dokumen perpajakan daerah. 

d. Pembentukan dan pemeliharaan basis data nilai objek pajak 

dalam menunjang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah. 

e. Penyajian informasi data subyek dan obyek pajak daerah. 

f. Pengawasan terhadap pemanfaatan data pajak daerah. 

g. Pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi serta pembuatan 

back-up data pajak daerah. 

h. Pelayanan kalibrasi dan penilaian data obyek pajak daerah. 

i. Pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya yang berkaitan 

dengan tehnologi informasi (IT) da jaringan kantor. 

j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 
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c) Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan 

1) Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang Pajak daerah dan 

Retribusi daerah, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

2) Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bidang Pelayanan dan 

Penyuluhan mempunyai fungsi meliputi: 

a. Pelaksanaan pelayanan proses pembayaran pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

b. Fasilitasi permohonan penyelesaian permasalahan pajak daerah 

dan retribusi daerah. 

c. Pendistribusian permohonan penyelesaian permasalahan pajak 

daerah ke bidang terkait untuk diproses lebih lanjut. 

d. Penerimaan dokumen hasil perubahan data pajak daerah dari 

bidang terkait untuk disampaikan kepada wajib pajak. 

e. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan 

konsultasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam 

lingkup badan maupun kepada masyarakat/wajib pajak. 

f. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyuluhan dengan instansi 

terkait. 

g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 

d. Bidang Penetapan dan Verifikasi 

1) Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan 

perhitungan, penetapan dan penerbitan sarana pemungutan, serta 

verifikasi jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  

2) Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penetapan dan Verifikasi 

mempunyai fungsi meliputi: 

a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan penetapan dan 

verifikasi. 
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b. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan 

penetapan dan verifikasi. 

c. Perhitungan dan penetapan besaran nilai Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

d. Penerbitan sarana pemungutan pajak/retribusi daerah. 

e. Pengesahan/ legalisasi objek pajak dan benda berharga. 

f. Pelaksanaan verifikasi administrasi dan/atau lapangan atas materi 

penetapan pajak daerah. 

g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

3) Bidang Penetapan dan Verifikasi terdiri dari: 

a) Sub Bidang Penetapan dan Legalisasi 

1) Sub Bidang Penetapan dan Legalisasi mempunyai tugas 

melaksanakan penetapan, penerbitan dan legalisasi sarana 

pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Bidang. 

2) Untuk melaksanakan tugasya Sub Bidang Penetapan dan Legalisasi 

mempunyai fungsi meliputi: 

a. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan nilai besaran pajak dan 

retribusi daerah dalam nota perhitungan atas dasar kartu data 

sesuai dengan tarif peraturan daerah yang berlaku. 

b. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan kembali pajak daerah 

terhutang. 

c. Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/ 

penyetoran pajak atas permohonan wajib pajak. 

d. Pelaksanaan penerbitan SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, 

SKPDLB, dan SKPDN berdasarkan nota perhitungan Pajak 

Daerah. 

e. Pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

(SKRD). 

f. Penerbitan surat ijin angsuran dan surat ketetapan lainnya. 
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g. Penyusunan daftar rekapitulasi penerbitan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan 

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). 

h. Pelaksanaan pengarsipan SKPD/SKRD dan dokumen lainnya 

yang berkaitan dengan penetapan. 

i. Pelaksanaan pengesahan/perforasi benda-benda berharga yang 

dipergunakan sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah. 

j. Pembukuan dan pelaporan pelaksanaan legalisasi benda 

berharga. 

k. Pelaksanaan pengesahan/legalisasi atas objek pajak daerah. 

l. Pembukuan dan pelaporan pelaksanaan pengesahan/legalisasi 

objek pajak daerah. 

m. Pembukuan dan pelaporan perubahan data objek/subjek dan/atau 

ketetapan besaran nilai pajak. 

n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 

b) Sub Bidang Verifikasi 

1) Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi 

dan validasi pajak daerah, serta tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang. 

2) Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bidang Verifikasi mempunyai 

fungsi meliputi: 

a. Pelaksanaan verifikasi kesesuaian data atas penetapan pajak yang 

dibayar dengan potensi pajak yang seharusnya dibayar. 

b. Pelaksanaan verifikasi administrasi dan/atau lapangan. 

c. Pelaksanaan verifikasi lapangan dalam rangka memperoleh data 

sebagai dasar penetapan besaran nilai pajak yang harus dibayar 

dalam hal wajib pajak tidak mengirimkan Surat Pemberitahuan 

Pajak Daerah (SPTPD) sesuai jangka waktu yang telah 

ditentukan. 
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d. Pelaksanaan validasi pajak daerah. 

e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 

e.  Bidang Penagihan dan Keberatan 

1) Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan 

penagihan dan pertimbangan dalam penyelesaian permohonan keberatan, 

pengurangan atas penetapan dan permasalahan Pajak dan Retribusi 

Daerah, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

2) Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penagihan dan Keberatan 

mempunyai fungsi meliputi: 

a. Penyusunan program dan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan, 

pengurangan dan penyelesaian permasalahan pajak daerah. 

b. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan 

penagihan dan pelayanan keberatan, pengurangan dan penyelesaian 

permasalahan pajak daerah. 

c. Perumusan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional 

penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

d. Pelaksanaan koordinasi penagihan pajak dan retribusi daerah dengan 

UPT dan instansi terkait. 

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penagihan pajak dan 

retribusi daerah. 

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penyelesaian permasalahan 

pajak daerah. 

g. Pelaporan hasil penagihan dan penyelesaian permasalahan pajak 

daerah. 

h. Penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah. 

i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 
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3) Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari: 

a) Sub Bidang Penagihan  

1) Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta tugas lain yang diberikan 

oleh Kepala Bidang. 

2) Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bidang Penagihan mempunyai 

fungsi meliputi: 

a. Pendistribusian SPPT, SKPD, SKRD, STP dan surat ketetapan 

lainnya. 

b. Penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan 

piutang pajak dan retribusi daerah. 

c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

d. Pelaksanaan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

e. Pelaksanaan evaluasi hasil penagihan pajak dan retribusi daerah. 

f. Penatausahaan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

g. Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan piutang 

pajak dan retribusi daerah. 

h. Pengajuan permohonan penghapusan piutang pajak dan retribusi 

daerah yang kadaluwarsa. 

i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan. 

b) Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan 

1) Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas 

memberikan pelayanan permohonan keberatan, pengurangan, dan 

restitusi atas penetapan pajak serta penyelesaian permasalahan 

pajak daerah, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  
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2) Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bidang Keberatan dan 

Pengurangan mempunyai fungsi meliputi: 

a. Pemprosesan permohonan keberatan dan pengurangan atas 

penetapan pajak daerah . 

b. Pemprosesan penyelesaian permohonan pembetulan dan 

pembatalan atas penetapan pajak. 

c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelesaian permohonan 

keberatan, pengurangan, restitusi, pembetulan, dan pembatalan 

atas penetapan pajak. 

d. Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan 

keberatan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan atas 

penetapan pajak daerah. 

e. Pelaksanaan penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan. 

f. Penyampaian Laporan Hasil Penelitian untuk dipertimbangkan 

permohonan diterima atau ditolak. 

g. Penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak 

permohonan keberatan dan pengurangan. 

h. Penyusunan Surat Keputusan untuk diterima sebagian atau 

seluruhnya atau ditolak terhadap permohonan keberatan dan 

pengurangan wajib pajak daerah berdasarkan pertimbangan 

Laporan Hasil Penelitian. 

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas hasil pelaksanaan 

pertimbangan keberatan dan pengurangan pajak daerah. 

j. Pelaksanaan pemberian pelayanan restitusi dan/atau kompensasi, 

serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah. 

k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 

f. Bidang Pembukuan dan Pengendalian 

1) Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan 

pengendalian operasional pemungutan dan pelaporan penerimaan PAD 
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dan pendapatan daerah lainnya, serta tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Badan. 

2) Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pembukuan dan Pengendalian 

mempunyai fungsi meliputi: 

a. Penyusunan program dan kegiatan pembukuan dan pengendalian. 

b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan 

pembukuan dan pengendalian. 

c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

penyusunan rencana PAD dan pendapatan daerah lainnya. 

d. Pembukuan atas penetapan target dan realisasi penerimaan PAD dan 

pendapatan daerah lainnya. 

e. Pelaporan perkembangan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan 

daerah lainnya. 

f. Pembinaan administrasi dan teknis operasional pemungutan pajak 

daerah. 

g. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka 

monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan 

daerah. 

h. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka 

penindakan terhadap pelanggaran pajak daerah. 

i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

3) Bidang Pembukuan dan Pengendalian terdiri dari: 

a) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan 

1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan pembukuan dan pelaporan target realisasi 

penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya, serta tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

2) Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bidang Pembukuan dan 

Pelaporan mempunyai fungsi meliputi: 
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a. Pelaksanaan koordinasi pengumpulan data usulan rencana 

penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dari instansi 

terkait. 

b. Pelaksanaan pembukuan atas penetapan target dan realisasi 

penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya. 

c. Pengumpulan data realisasi penerimaan PAD dan pendapatan 

daerah lainnya dalam rangka pembukuan dan pelaporan 

penerimaan. 

d. Pencatatan bukti setor dan/atau Surat Tanda Setor (STS) 

penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya. 

e. Pelaksanaan koordinasi terkait dengan kelengkapan dokumen/ 

bukti penyetoran/ pelimpahan penerimaan PAD dan pendapatan 

daerah lainnya. 

f. Penyiapan dokumen pencarian penerimaan dana bagi hasil pajak 

/bukan pajak. 

g. Pelaksanaan rekonsiliasi dengan instansi terkait tentang realisasi 

penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya. 

h. Pelaksanaan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan 

daerah lainnya sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

i. Penyusunan laporan target dan realisasi PAD dan pendapatan 

daerah lainnya. 

j. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi keuangan benda 

berharga. 

k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 

b) Sub Bidang Pengendalian dan Penindakan 

1) Sub Bidang Pengendalian dan Penindakan mempunyai tugas 

melaksanakan pengendalian operasional terhadap pemungutan dan 

penyetoran pajak dan retribusi daerah, serta tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Bidang. 
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2) Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bidang Pengendalian dan 

Penindakan mempunyai fungsi meliputi: 

a. Pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional dan penertiban 

pajak dan retribusi daerah. 

b. Pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah 

dalam lingkup Badan. 

c. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemungutan pajak daerah. 

d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

penindakan terhadap pelanggaran pajak daerah. 

e. Pelaksanaan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan 

pajak daerah. 

f. Pelaksanaan penagihan paksa sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang menerbitkan 

perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak dan 

retribusi daerah. 

h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas teknis Kepala Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi 

dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dipimpin oleh 

tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan. 

4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), diatur sesuai peraturan perundang-undangan. 
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h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

1) UPT mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Badan 

dalam pemungutan pajak daerah di wilayah. 

2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang bearada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

3) UPT dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. 

4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha yang bearda di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. 

5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 

UPT diatur dengan Peraturan Bupati.  

 

3.3 Kegiatan Pokok 

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana yang pada hakekatnya 

menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten, baik yang bersifat wajib maupun 

pilihan. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepada Badan yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten. 

Adapun kegiatan pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember yaitu: 

a. Melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan pajak 

dan Retribusi, bagi hasil pajak atau bukan pajak dan menyelenggarakan 

pemungutan Pendapatan Asli Daerah, mengadakan koordinasi dengan instansi 

terkait dalam perencanaan, pengkajian teknis tentang penggalian dan 

pengembangan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

b. Untuk melaksanakan kegiatan pokok Badan Pendapatan mempunyai fungsi 

meliputi: 

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah. 

2) Penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang Pendapatan Daerah. 

3) Pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan Pendapatan Daerah. 

4) Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan dibidang pemungutan Pendapatan 

Asli Daerah. 
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5) Penyelenggaraan pelayanaan dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah serta 

membantu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

6) Pegkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan dana 

perimbangan. 

7) Pemberian izin tertentu dibidang Pendapatan Daerah. 

8) Evaluasi, monitoring dan pengedalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah. 

9) Pengelolahan dukungan teknis dan administrasi. 

 

3.4 Sumber Daya Manusia 

Berikut ini di uraikan struktur sumber daya manusia di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember: 

a. Ketenagakerjaan  

Tenaga kerja yang berlaku disetiap instansi swasta atau negeri berbeda-beda. 

Dimana kedudukan dan peranan karyawan itu sangat penting dan sangat menunjang 

atas keberhasilan dan tercapainnya tujuan suatu perusahaan. Sistem kepegawaian 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sistem karier dan sistem prestasi 

kerja. Sistem karier adalah suatu sistem pembinaan karyawan dimana pengangkatan 

berdasarkan kelulusan tes atau ujian pegawai sedangkan pengembangan lebih lanjut 

berdasarkan pada masa kerja atau loyalitas dan syarat lain yang ditentukan. Dimana 

karyawan tersebut terdiri dari 2 (dua) macam pegawai, yaitu pegawai tetap (PNS) dan 

pegawai honorer. 
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Tabel 3.1: Data Pegawai Tetap (PNS) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

2017 

NO JABATAN JUMLAH (orang) 

1 2 3 

1 Kepala Badan 1 

2 Sekretaris 1 

3 Kepala Bidang 4 

4 Ka. Sub. Bagian 2 

5 Ka. Sub. Bidang 8 

6 Ka. UPTB 8 

7 Karyawan 117 

JUMLAH 141 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017 

 

b. Jam Kerja 

Setiap instansi pemerintah mempunyai persamaan jam kerja yaitu 8 jam kerja 

dalam sehari dimana Jam Kerja yang berlaku pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember adalah sebagai berikut: 

Hari Senin-Kamis  : 07.00-16.00 

Istirahat   : 12.00-13.00 

Hari Jumat   : 07.00-15.30 

Istirahat   : 11.00-13.00 

Hari Sabtu-Minggu  : Libur 
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BAB 5. KESIMPULAN 

Hasil PKN tentang “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran menggunakan Self Assessment 

System yang berarti sistem pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menghitung  sendiri besarnya pajak terutang dengan cara 

Wajib Pajak datang langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember dengan membawa fotokopi KTP, surat ijin usaha dan omset penjualan 

restoran. Setelah itu, mengisi form SPTPD, kemudian data di entry untuk 

ditetapkan dan dicetak SKPD untuk diberikan kepada Wajib Pajak agar segera 

membayar kepada bank yang telah ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember yaitu bank jatim. 

2. Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata yaitu membantu 

melakukan pendataan restoran di Kabupaten Jember yang dilakukan dalam satu 

minggu sekali, pendataan restoran ini meliputi nama dan alamat restoran, 

menginput data restoran sesuai dengan hasil pendataan yang dilakukan oleh 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, salah satunya dengan menginput 

data nama dan alamat restoran seluruh Kabupaten Jember. 

Saran  

Berdasarkan hasil PKN, ada 2 hal yang disarankan yaitu : 

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember perlu menambah kompurter 

agar pekerjaan lebih cepat selesai. 

2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember lebih meningkatkan 

pelayanan pegawai  terhadap masyarakat yang datang ke kantor untuk  

membayar pajak atau registrasi. 
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Lampiran 1 : Surat Permohonan Tempat PKN 

 

 
 Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017 
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Lampiran 2 : Daftar Absensi 

 

 

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017 
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Lampiran 3 : Nilai Hasil PKN 

 

 
Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017 
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Lampiran 4 : Persetujuan Penyusunan PKN 

 

 
Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017 
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Lampiran 5 : Kartu Konsultasi 

 

 
Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017 
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Lampiran 6 : Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) 

 

 

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017 
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Lampiran 7 : Surat Tanda Setor (STS) 

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017 
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